
BAB IV 

PELAKSANAAN KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
4.1.1. Koordinasi ditingkat Daerah
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan kerjasama banyak pihak dalam menanggulanginya. Dukungan pemerintah daerah melalui program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai SKPD sesungguhnya merupakan upaya yang sangat strategis dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di daerah. Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus telah direspon dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  (TKPK) Kabupaten Kudus dengan diperkuat melalui surat Keputusan Bupati Kudus Nomor : 460/84/2013 tanggal 3 April  2013. Berdasarkan SK Bupati Kudus tersebut, TKPK Kabupaten Kudus memiliki tugas : 
	a.
	Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, dengan menyelenggarakan fungsi:

	
	1.
	Pengkoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Kudus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus di bidang penanggulangan kemiskinan;

	
	2.
	Pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

	
	3.
	Pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kinerja Perangkat Daerah;

	
	4.
	Pengkoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah atau gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan

	
	5.
	Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

	
	
	

	b.
	Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus, dengan menyelenggarakan fungsi:

	
	1.
	Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;

	
	2.
	Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

	
	3.
	Penyusunan hasil pemantauan pelaksanan program dan/ atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;

	
	4.
	Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

	
	5.
	Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

	
	6.
	Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.



Terkait dengan rapat koordinasi dan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan, TKPK Kabupaten Kudus telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dalam upaya koordinasi dan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2013 bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Barat, dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus dan Kepala Bappeda Kabupaten Kudus selaku Sekretaris TKPK Kabupaten Kudus dan dihadiri oleh seluruh anggota TKPK Kabupaten Kudus dan merupakan rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh anggota TKPK Kabupaten Kudus.
Dalam rapat koordinasi tersebut Sekda Kabupaten Kudus memberikan beberapa arahan sebagai berikut :
1. Arahan :
a. Porsentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus untuk Tahun 2011 mengalami kenaikan dari 9,02% di tahun 2010 menjadi 9,45% di tahun 2011. Apabila dilihat berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dibandingkan hasil PPLS 2008 oleh BPS  jumlah rumah tangga miskin (termasuk penduduk miskin) di Kabupaten Kudus juga mengalami kenaikan, yaitu jumlah rumah tangga miskin sebanyak 68.379 KK atau 36,61 % dan jumlah penduduk miskin sebanyak 263.713 jiwa atau 34,49%. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin dari hasil PPLS tahun 2008 yaitu dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 35.502 KK atau 19,32 % dan jumlah penduduk miskin sebanyak 113.709 jiwa atau 15,10%. Kenaikan jumlah penduduk miskin dari 35.502 (PPLS 2008) menjadi 68.403 (PPLS 2011) disebabkan untuk PPLS 2008 hanya memasukkan jumlah penduduk sangat miskin dan miskin, sedangkan PPLS 2011 kelompok rentan miskin ikut dimasukkan. Faktor kenaikan porsentase tingkat kemiskinan juga disebabkan : 
1) Tingkat kemiskinan sangat sensitif terhadap perubahan harga barang-barang terutama harga kebutuhan pokok. Tingkat perubahan harga dapat diketahui dari angka inflasi yang terjadi. Kenaikan harga barang yang tidak diimbangi dengan kenaikan tingkat pendapatan yang sesuai bagi masyarakat bawah menyebabkan terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin.
2) Standar atau garis kemiskinan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan bersifat dinamis artinya garis kemiskinan dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan pola konsumsi masyarakat kelas bawah. Perkembangan harga yang terjadi pada periode Agustus 2010-Agustus 2011 menyebabkan terjadinya inflasi, ternyata berpengaruh juga terhadap meningkatnya garis kemiskinan.
b. Sesuai RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 ditargetkan di bawah 10% dan berada di  atas pencapaian tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Nasional maupun MDGs. Guna mencapai target tersebut diperlukan strategi dan kebijakan percepatan penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kudus. Mulai Tahun 2008-2011, target tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus telah tercapai di bawah 10%, namun di tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun 2010 yaitu dari 9,02% menjadi 9,45%, sehingga hal ini patut diperhatikan.
c. Walaupun target tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus telah tercapai, tetapi secara umum menanggulangi kemiskinan bukanlah hal yang mudah, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Selain itu dalam upaya penanggulangannya masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala antara lain  :
1) Belum akuratnya data penduduk miskin dan beragamnya kriteria serta indikator dalam menentukan status penduduk miskin, sehingga berpengaruh terhadap penentuan sasaran, ketepatan sasaran berikut evaluasi keberhasilannya.
2) Masih lemahnya perencanaan program, antara lain ditunjukkan dengan belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Disamping itu masih pula dijumpai ego sektoral.
d. Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
e. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus mencakup:
1) Kebijakan ekonomi, diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan membuka kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat yang tercermin dalam kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pembangunan pertanian, perdagangan dan ketenagakerjaan.
2) Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha, meningkatkan produktivitas usaha dan tenaga kerja.
3) Kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah, diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah miskin, wilayah perbatasan provinsi dan wilayah pasca bencana alam.
4) Kebijakan pemenuhan hak dasar, dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi masyarakat.
f. Agar Tim Koordinasi dapat menjalankan tugas secara optimal, kelembagaan pendukung yang telah dibentuk hendaknya segera pula melakukan aktivitas sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yaitu :
1) Sekretariat Tim, memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Kudus.
2) Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari :
	a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi:

	· pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;

	· pengembangan indikator kemiskinan daerah;

	· pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan

	· penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

	b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan menyelenggarakan fungsi:

	· perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan

	· perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.

	c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan     sebagian      tugas      Sekretariat     Tim      Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam memfasilitasi penanganan pengaduan  masyarakat program penanggulangan kemiskinan, dengan  menyelenggarakan fungsi:

	· perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

	· perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

	· perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan.



3) Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari :
· Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
· Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
· Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
· Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial, bertugas melaksanakan sebagian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kudus dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.
g. Terkait dengan pelaporan, Tim Koordinasi berikut lembaga pendukungnya dapat menyampaikan laporan secara periodik, yaitu :
a) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, menyampaikan laporan kepada TKPK Provinsi Jawa Tengah dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait dengan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
b) Sekretariat Tim, menyampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus, terkait dengan tugas  pemberian dukungan administrasi teknis.
c) Tim Kelompok Kerja, menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus, terkait dengan bidang tugas  masing-masing.
d) Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan, Ketua Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kudus, terkait dengan status dan perkembangan pelaksanaan program/kegiatan di masing-masing kelompoknya serta permasalahan dan upaya-upaya pemecahannya.

2. Penegasan Kepala Bappeda
Berdasarkan paparan dari Kepala Bappeda Kabupaten Kudus selaku Sekretaris TKPK Kabupaten Kudus memberikan beberapa penegasan sebagai berikut :
· Bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
1) Menumbuhkembangkan kerjasama dan komitmen yang kuat antara bidang dan sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
2) Mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan didukung oleh ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir (by name, by address) sebagai dasar penentuan kebijakan dan penetapan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.
3) Alokasi dana untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/penduduk miskin dan diberikan kepada sasaran yang tepat.
4) Menumbuhkembangkan partisipasi dan prakarsa masyarakat terutama masyarakat miskin itu sendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
5) Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja program/kegiatan.
6) Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kudus.
· Mewujudkan aktivitas nyata bagi TKPK Kabupaten Kudus, melalui :
1) Rapat Koordinasi baik secara insidentil guna mensikapi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang dan membutuhkan penanganan segera atau rapat yang terjadwal secara periodik.
2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan dilengkapi instrumen yang jelas sebagai alat ukur untuk menilai kinerja program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3) Menyusun kajian terhadap berbagai regulasi yang kemungkinan kurang pro poor, pro job dan pro investasi.   
4) Menyusun laporan secara berjenjang dan periodik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu perlu disiapkan panduan yang memuat proses, mekanisme, sistimatika dan substansi pelaporan.
· Menyempurnakan draft SPKD se-Kabupaten Kudus dengan membuka akses yang lebih luas bagi semua pihak guna memberikan saran dan masukan terhadap dokumen SPKD yang disusun sehingga nantinya dokumen SKPD menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat didanai dan diimplementasikan.
· Mendorong keterlibatan pihak swasta dan dunia usaha lainnya guna mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus. 



4.1.2. Koordinasi Kelembagaan dengan TKPK Provinsi Jawa Tengah
Dalam rangka koordinasi kelembagaan dengan TKPK tingkat Provinsi Jawa Tengah, telah diadakan :
1. Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2013 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl. Pahlawan No. 9 Semarang.
a. Narasumber :
· Kondisi Kemiskinan di Jawa Tengah (Kemiskinan Makro) oleh BPS Provinsi Jawa Tengah.
· Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 (Pokja I) oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Tengah.
· Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Pokja II) oleh Bapermades Provinsi Jawa Tengah.
· Evaluasi Tahun 2012 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2013 Program Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah (Pokja III) oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
· Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan 2012 dan Rencana Pelaksanaan 2013 Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial oleh Asisten Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.
b. Hasil Rapat Koordinasi :
· Perlu pemerintahan yang kuat dan ada sinergitas antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait Program/Kegiatan yang ada dan mungkin muncul yang membutuhkan dukungan semua pihak.
· Data PPLS 2011 dari TNP2K (by name by addres) harus dimanfaatkan, jangan hanya disimpan. Perlu dikaji adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik), terkait hasil PPLS 2011 bersifat rahasia.
· Jawa Tengah dikatakan cukup lambat dalam penurunan angka kemiskinan. Perlu intropeksi pendekatan sasaran dan sektor mana yang berperan besar dalam penentuan PDRB dan penurunan angka kemiskinan. Dari hasil penelitian, sektor industri dan pertanian yang berperan besar, sehingga butuh perhatian besar. 
· Proporsi anggaran untuk aparatur dan yang menyentuh masyarakat (terutama untuk penanggulangan kemiskinan) perlu ditata ulang.
· Upaya penanganan intensif dan optimal terhadap daerah yang berpotensi rawan bencana.
· Mengintensifkan program CSR (Corporate Social Responsibility)/peran serta perusahaan dalam pembangunan  dengan melibatkan seluruh stakeholder, dunia usaha, masyarakat dan Perguruan Tinggi.  
· Memantau dampak penyaluran beras miskin (raskin) yang di TA> 2013 akan berkurang 15,5% dari tahun sebelumnya.
· Terkait KPA (Komisi Penanggulangan Aids), Provinsi Jawa Tengah urutan ke-2 setelah Papua yang mempunyai kasus HIV/AIDS terbesar. Perlu perhatian yang khusus dan komitmen para Wakil Bupati/Wakil Walikota sebagai Ketua KPA masing-masing Kab./Kota.
· 16 Kab./Kota yang tingkat kemiskinan masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (lebih buruk), agar dapat menyampaikan program/kegiatan kepedulian masyarakat dan dipantau pelaksanaannya, khususnya dana yang melibatkan CSR. (Untuk Kabupaten Kudus, tidak termasuk karena tingkat kemiskinan lebih baik daripada Provinsi Jawa tengah).
· Mohon TKPKD Kab./Kota menindaklanjuti dan menganalisa kegiatan di wilayahnya yang dapat mempengaruhi penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
2. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan se-Bakorwil I Jawa Tengah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 di Pendopo Kabupaten Demak, yang diikuti oleh  Kabupaten/Kota se-Bakorwil I Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut :
a. Narasumber : 
· Kebijakan Perencanaan Pembangunan di Jawa Tengah dalam rangka Perwujudan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
· Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga dalam rangka Implementasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
· Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M).
· Membangun Komitemen dan Kemitraan Guna Peningkatan Kepedulian Dunia Usaha dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Jawa Tengah oleh DPD IPSI (Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia)
b. Hasil Rapat Koordinasi :
· Belum optimal dan sinkron program penanggulangan kemiskinan
· Belum optimal masyarakat miskin dalam mengakses layanan dasar pendidikan, kesehatan, sanitasi, dll
· Kurang tepatnya sasaran penerima perlindungan sosial
· Terbatasnya lapangan usaha sehingga banyak pengangguran
· Masih banyak jumlah penduduk miskin di perdesaan yang bekerja sebagai buruh tani.
· Besarnya tanggungan keluarga (banyak anak)
· Belum optimalnya jejaring sosial kemitraan dengan dunia usaha seperti CSR
· Besarnya peralihan lahan pertanian ke non pertanian
· Banyak terjadi bencana alam.
3. Pelatihan Pemanfaatan Data PPLS 2011 dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at, tanggal 19-20 September 2013 di Hotel Citra Dewi 3, Jl. Gintungan-Bandungan Kabupaten Semarang, yang diikuti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans se-Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil :
· Tujuan : memberikan pemahaman pemanfaatan PPLS 2011 untuk menyusun perencanaan program/kegiatan berbasis kewilayahan, dengan menggunakan aplikasi Pivot Tabel (program Excel 2007) menggunakan 14 indikator prioritas permasalahan kemiskinan.
· Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota agar mensosialisasikan analisis kemiskinan dan intervensi  program/kegiatan berdimensi kewilayahan berdasar data base terpadu PPLS 2011.
· Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota bersama Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta SKPD terkait membuat program/kegiatan intervensi per Desa/Kelurahan berdasar kebutuhan riil di lapangan, dengan prioritas desa yang memiliki kategori merah.

4.1.3. Koordinasi Dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat 
Dalam rangka koordinasi kelembagaan dengan TKPK tingkat Provinsi Jawa Tengah, telah diadakan :
1. Koordinasi Permintaan Data Hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) Tahun 2011 untuk Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Kudus Tahun 2013 yang telah dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, tanggal 22-24 April  2013 di Sekretariat TNP2K, dengan hasil :
· Data base yang diberikan sesuai hasil PPLS 2011 yang telah diverifikasi TNP2K masih bersifat global (keseluruhan), belum dipilah / dikelompokkan per-program / kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang terkait sesuai tupoksi SKPD yang bersangkutan ;
· Data base dimaksud merupakan kelompok masyarakat miskin 30% kategori di bawah kemiskinan, yang tergabung dalam 3 kelompok, yaitu kelompok 1 (paling miskin), kelompok 2 (miskin) dan kelompok 3 (hampir miskin). Sedangkan untuk kelompok lainnya (rentan miskin) belum tercover di dalamnya.
· Bahwa Program Upaya Kesehatan Masyarakat/Jamkesmas untuk sasaran penerima manfaat by name by addres, data telah disediakan oleh Kementrian pelaksana program (dalam hal ini Kementrian Kesehatan), adapun SKPD teknis Kabupaten yang mengampu Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tinggal melakanakan. Tetapi untuk data yang akan digunakan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang dibiayai APBD II belum ada
· Hasil koordinasi dengan TNP2K (Bp. Bambang Darsono), kami telah melayangkan surat tertanggal 22 April 2013 Nomor : 045.2/251/2013 Perihal : Permohonan Basis Data Terpadu untuk Program Jamkesda di Kabupaten Kudus Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya (1.02.1.02.1.16.01), dan akan diproses oleh TNP2K dalam 15 (lima belas) hari.
2. Koordinasi tentang Validasi Data PPLS 2011 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang telah dilaksanakan pada hari Kamis-Jum’at, tanggal 30-31 Mei  2013 di Sekretariat TNP2K, dengan hasil :
· Dalam rangka sinkronisasi data kemiskinan antara Pusat dan Daerah guna mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Daerah dimohon memberikan informasi data kemiskinan yang diperbandingkan dengan data kemiskinan berdasarkan PPLS 2011.
· Berdasarkan UU Statistik (UU No. 16 Tahun 2007) badan penyelenggara statistik adalah Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing wilayah Kabupaten/Kota.
· Berdasarkan koordinasi dengan Bp. Riska (TNP2K), Pemerintah Daerah dapat melakukan review data PPLS 2011 atas data yang mungkin berkurang karena meninggal atau pindah, tetapi untuk menambah data disarankan tidak dilakukan karena tahun 2014 akan dilakukan PPLS kembali (PPLS dilaksanakan setiap 3 tahun sekali).
· Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bidang PemSosBud Bappeda Kudus telah melakukan filter terhadap data dipilah menjadi 132 Desa/Kelurahan, yang apabila Bapak berkenan akan dibuatkan konsep surat kepada Kepala Desa untuk dapat memverifikasi data PPLS 2011 per wilayahnya masing-masing.
· Data yang nantinya telah diverifikasi oleh Pemerintah Desa dimaksud, akan kami kirimkan beserta kelengkapan datanya ke : sekretariat@tkpkd.org atau tkpkd@yahoo.com dalam bentuk softcopy, sedangkan hardcopy akan kami kirimkan ke sekretariat TKPK Propinsi Jawa Tengah (Bappeda Propinsi Jawa Tengah) dan TNP2K (Sekretariat Wakil Presiden) Jakarta.
· Permasalahannya : dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat  (3) dijelaskan “Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : … (c ) informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.” Padahal data dalam PPLS 2011 merupakan data yang bersifat rahasia (by name by adrress yang terpilah dalam berbagai indikator keadaan individu yang bersifat personal).
· Solusi yang ditawarkan : Data PPLS 2011 yang akan dimintakan Pemerintah Desa untuk diverifikasi hanya terdiri 3 kolom, yaitu : Nama, Alamat, Status Keluarga (suami/istri, anak, famili) dan Status Kesejahteraan (kelopok 1-3). Untuk data lain, misal : keadaan rumah, keadaan fisik individu, dll tidak kami cantumkan.

4.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus antara lain:
1. Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dikarenakan paradigma penanggulangan kemiskinan masih dianggap sektoral.
2. Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum secara efektif dilakukan untuk melihat sejauhmana target capaian maupun outcome dari setiap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

4.3. [bookmark: _GoBack]Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Tahun 2014
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten Kudus dan Rencana kegiatan Tahun 2014 dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial adalah sebagaimana dalam Tabel 4.1. berikut :
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Beberapa rekomendasi kegiatan yang akan dilaksanakan menyangkut :
1. Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh anggota TKPK Kabupaten Kudus, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan terkait dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam rangka pemantapan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di beberapa SKPD dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Kudus.
2. Evaluasi pelaksanaan rumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
3. Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
4. Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
5. Penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik.
6. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

4.4	Agenda Kegiatan Tahun 2013
Kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan  (TKPK) Kabupaten Kudus pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Persiapan internal pembahasan rencana rapat koordinasi TKPK guna menyusun rencana kerja TKPK Tahun 2013.
2. Persiapan internal penyusunan tim pelaksana kegiatan TKPK.
3. Rapat persiapan dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TKPK.
4. Persiapan awal dengan SKPD guna membahas rencana kegiatan TKPK.
5. Persiapan internal membahas hasil rapat bidang dan SKPD.
6. Persiapan internal membahas rencana tindak lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPK.
7. Persiapan rakor dan konsolidasi TKPK.
8. Rakor TKPK dengan SKPD Kabupaten dengan target keluaran menyatukan persepsi tentang kebijakan TKPK di Kudus.
9. Rakor masing-masing Pokja TKPK Kabupaten Kudus dengan target keluaran akselerasi kinerja TKPK di Kabupaten Kudus.
10. Mempersiapkan daftar isian data untuk analisis kondisi kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
11. Mengkompilasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan analisis kondisi kemiskinan Kabupaten Kudus.
12. Rakor TKPK Kabupaten dengan target keluaran evaluasi kegiatan TKPK Kabupaten Kudus.
13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus.
14. Rapat internal sub-bidang dengan keluaran rencana penyusunan materi data distribusi penduduk miskin.
15. Rapat dengan SKPD terkait keluaran masukan data distribusi penduduk miskin.
16. Penyelesaian dokumen SPKD Kabupaten Kudus sebagai acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
17. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan TKPK.
18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2013 kepada Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat (TNP2K Jakarta).

Selengkapnya agenda kegiatan TKPK Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 4.2.

	Tabel 4.2.
Jadwal Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Kudus Tahun 2013



	No.
	Kegiatan/Sub Kegiatan
	Bulan

	
	
	Jan
	Feb
	Maret
	April
	Mei
	Juni
	Juli
	Agt
	Sept
	Okt
	Nov
	Des

	1
	Persiapan internal pembahasan rencanarapat koordinasi  TKPK guna menyusun rencana kerja TKPK Tahun 2013
	minggu  ke-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Persiapan internal penyusunan tim pelaksana kegiatan TKPK
	minggu  ke-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Persiapan awal dengan SKPD-SKPD guna membahas rencana kegiatan TKPK
	minggu  ke-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Persiapan awal dengan SKPD-SKPD guna membahas rencana kegiatan TKPK 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Persiapan internal membahas rencana tindak lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPK
	 
	minggu  ke-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Persiapan internal membahas rencana tindak lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPK
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Persiapan rakor dan konsolidasi TKPK
	 
	 
	minggu  ke-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Rakor TKPK dengan SKPD Kabupaten dengan target keluaran menyatukan persepsi tentang kebijakan TKPK di Kab. Kudus
	 
	 
	minggu  ke-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Rakor TKPK Kab. Kudus dengan target keluaran akselerasi kinerja TKPK di masing-masing Pokja.
	 
	
	 
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Mempersiapkan daftar isian data untuk analisis kondisi kemiskinan kabupaten Kudus
	 
	minggu  ke-4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Mengkompilasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan analisis kondisi kemiskinan Kabupaten Kudus
	 
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Rakor TKPK Kabupaten Kudus dengan target keluaran evaluasi kegiatan TKPK Kabupaten Kudus tahun lalu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 

	13
	Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus
	 
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Rapat internal sub-bidang dengan keluaran rencana penyusunan materi data distribusi penduduk miskin
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Rapat dengan SKPD terkait keluaran masukan data distribusi penduduk miskin
	 
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Penyelesaian dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan
	 
	 
	 
	minggu  ke-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan TKPK
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2
	minggu  ke-2

	18
	Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2013 kepada Ketua TKPK Kabupaten Kudus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	minggu  ke-2
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4.5	Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan
Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kudus telah berlangsung sangat lama, dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Kudus menunjukkan trend menurun dari tahun 2008-2012. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 5 (lima)  kelompok program, yaitu :  
1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga
Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok 1 yaitu :  
a) Bantuan  langsung  kepada  penduduk miskin,  antara lain berupa bantuan langsung tunai bersyarat (Program Keluarga  Harapan/PKH),  Bantuan  Langsung  Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya beras untuk masyarakat miskin (raskin), dan bantuan bagi kelompok rentan (penduduk yang  cacat,  lanjut usia,  yatim/piatu  dan sebagainya); 
b) Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini; 
c) Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education). 
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Komunitas
Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok 2 yaitu :  
a) Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan; 
b) Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miskin; 
c) Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan; 
d) Bantuan  sosial/santunan  bagi  Rumah  Tangga  Sangat Miskin/RTSM (orang  lanjut  usia/lansia,  beasiswa  dan peningkatan gizi balita). 
3. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Usaha Mikro Dan Kecil
Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok 3 yaitu :
a) Penyaluran bantuan permodalan bagi masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);
b) Penguatan kelembagaan keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi, melalupendataan LKM bukan bank dan bukan koperasi, pendampingan dan pengawasan.  
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Untuk Meningkatkan Akses Pelayanan Dasar  (Perluasan Program Pro Rakyat)
a. Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat meliputi:
1) Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata;
2) Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal;
3) Peningkatan pendapatan petani dan nelayan;
4) Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;
5) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.
b. Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi :
1) Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
2) Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat;
3) Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan.
c. Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi :
1) Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin;
2) Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; 
3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal dan perbatasan provinsi.
d. Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi :
1) Penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin;
2) Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.
e. Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi :
1) Penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, pesisir dan perbatasan provinsi;
2) Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin di daerah tertinggal, terpencil, pesisir dan perbatasan provinsi serta daerah kumuh.
f. Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi :
1) Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3) Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
g. Pemenuhan hak atas tanah, meliputi :
1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah;
2) Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat;
3) Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana sesuai tata ruang daerah.
5. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah
Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kabupaten Kudus memiliki pogram yang sangat spesifik, yaitu gerakan pembangunan “Mewujudkan Masyarakat Kudus yang Sejahtera” yang ditujukan guna meningkatkan pendapatan, pengentasan kemiskinan  dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain dalam bentuk :
a. Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar.
b. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha di perdesaan.
c. Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (social capital ).
d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan.
e. Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan.
f. Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.
g. Menjamin kualitas harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani.

4.6.	Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Permasalahan yang muncul dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan antara lain adalah sebagai berikut :
1. Data pendukung terkait dengan kemiskinan seringkali tidak sinkron sehingga pengambil keputusan memiliki resiko memutuskan suatu program atau kegiatan secara tidak tepat sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 
2. Mobilitas aparatur pemerintah daerah  yang tinggi, sehingga aparat yang ditunjuk menangani penanggulangan kemiskinan pada masing-masing SKPD yang menjadi anggota TKPK seringkali tidak bisa hadir dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan Sekretariat TKPK, berakibat efektivitas kerja anggota TKPK kurang optimal.
3. Anggota TKPK juga memiliki tugas pokok dan fungsi pada SKPD dimana beliau bertugas dan seringkali mewakilkan pada saat rapat koordinasi TKPK akibatnya sering tidak nyambung antara sesuatu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi  dengan implementasinya.
4. Mekanisme penyampaian laporan kegiatan penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada provinsi tidak berjalan sesuai harapan sehingga Sekretariat TKPK Kabupaten Kudus tidak memiliki data real time terkait dengan perkembangan kegiatan di lapangan, kewajiban menyusun laporan dan sebagainya. 
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